
 

  

BERITA NEGARA 

REPUBLIK INDONESIA 
No.432, 2017 KEMENKES. Pendanaan Program Indonesia Sehat. 

Pedoman.  
 

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 19 TAHUN 2017  

TENTANG 

PEDOMAN PENDANAAN PROGRAM INDONESIA SEHAT  

DENGAN PENDEKATAN KELUARGA 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang : a.  bahwa dalam rangka pelaksanaan Program Indonesia 

Sehat dengan Pendekatan Keluarga melalui upaya 

promotif dan preventif, kuratif dan rehabilitatif yang 

dilaksanakan oleh Puskesmas perlu dukungan 

pendanaan; 

b. bahwa terdapat beberapa sumber pendanaan dalam 

pelaksanaan kegiatan puskesmas yang perlu 

diintegrasikan agar dapat berjalan efektif dan efisien; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 

Peraturan Menteri Kesehatan tentang Pedoman 

Pendanaan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan 

Keluarga; 

 

Mengingat  : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4286); 

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
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Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang 

Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun 

2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5063); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 

Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5679); 

5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang 

Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2013 Nomor 29) sebagaimana telah 

diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 28 

Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan 

Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan 

Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2016 Nomor 62);  

6. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang 

Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan 

Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat 

Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 81);  

7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 

tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan 

Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 

Nomor 1400) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 99 Tahun 2015 

tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan 

Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan 

www.peraturan.go.id



2017, No.432 
-3- 

Pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 15);  

8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 

tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan 

Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 874);  

9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian 

Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 1508); 

10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2016 

tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan 

Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan 

Dukungan Biaya Operasional pada Fasilitas Kesehatan 

Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah ( Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 761) 

11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2016 

tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia 

Sehat dengan Pendekatan Keluarga (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1223); 

12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2016 

tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi 

Khusus NonFisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 

2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 

Nomor 2109); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PEDOMAN 

PENDANAAN PROGRAM INDONESIA SEHAT DENGAN 

PENDEKATAN KELUARGA. 

 

Pasal 1 

Pedoman Pendanaan Program Indonesia Sehat dengan 

Pendekatan Keluarga bertujuan untuk mengintegrasikan 

berbagai sumber pendanaan secara optimal agar efektif dan 

efisien dalam pelaksanaan Program Indonesia Sehat dengan 

Pendekatan Keluarga. 

www.peraturan.go.id



2017, No.432 -4- 

Pasal 2 

Pedoman Pendanaan Program Indonesia Sehat dengan 

Pendekatan Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 

meliputi: 

a. pendanaan program indonesia sehat dengan pendekatan 

keluarga di puskesmas; dan  

b. pembinaan dan pengawasan. 

 

Pasal 3 

Pedoman Pendanaan Program Indonesia Sehat dengan 

Pendekatan Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 

 

Pasal 4 

Pedoman Pendanaan Program Indonesia Sehat dengan 

Pendekatan Keluarga merupakan acuan bagi Puskesmas yang 

telah menerapkan PPK-BLUD atau belum menerapkan BLUD. 

 
Pasal 5 

(1) Pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan 

Peraturan Menteri ini dilakukan oleh kepala satuan kerja 

perangkat daerah dinas kesehatan kabupaten/kota dan 

secara fungsional oleh aparatur pengawas instansi 

pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan.  

(2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) ditujukan agar pelaksanaan pendanaan 

berjalan secara efektif, efisien, dan akuntabel. 

 
Pasal 6 

Peraturan Menteri Kesehatan ini berlaku pada tanggal 

diundangkan. 
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya 

dalam Berita Negara Republik Indonesia. 

 

 
Ditetapkan di Jakarta 

pada tanggal 3 Maret 2017 

 

MENTERI KESEHATAN 

REPUBLIK INDONESIA, 

 

ttd 

 

NILA FARID MOELOEK 

 
Diundangkan di Jakarta 

pada tanggal 17 Maret 2017 

 

DIREKTUR JENDERAL 

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 

REPUBLIK INDONESIA, 

 

ttd 

 

WIDODO EKATJAHJANA 
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